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“Saat ini, transformasi, industrialisasi-hilirisasi, untuk meningkatkan 
nilai tambah tinggi, adalah agenda penting pembangunan nasional 
(RPJMN 2025-2029 dan 2025-2045). Tujuannya, antara lain, adalah agar 
Indonesia dapat keluar dari middle income trap, sekaligus dapat menciptakan 
masyarakat yang lebih adil, makin makmur dan bisa sejahtera bersama 
sama. Buku ini memberikan diagnosis tajam dan rekomendasi peta jalan 
yang relevan bagi kebijakan nasional untuk tujuan itu. Karena itu, buku 
ini layak jadi salah satu referensi penting untuk menyelaraskan visi, 
strategi dan kebijakan lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045.”
—Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Kepala BAPPENAS

“Pelaku usaha merasakan langsung tantangan regulasi, pembiayaan, 
dan persaingan global yang digambarkan dalam buku ini. Analisisnya 
ringkas dan praktis, sehingga dapat menjadi pegangan bagi pengusaha 
dalam memahami sektor strategis dan peluang investasi.”
—Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Nasional

“Ekspor hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan jika ditopang oleh 
industrialisasi yang kuat. Buku ini menguraikan hambatan struktural 
sekaligus menawarkan solusi untuk memperkuat rantai pasok, kualitas, 
dan kapasitas produksi. Bagi para eksportir, buku ini merupakan sumber 
bacaan penting untuk bersaing di pasar global.”
—Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor 
Indonesia



“Buku ini memberikan sumbangan strategis bagi kajian industrialisasi 
di Indonesia, yang sering kali terpinggirkan dalam wacana pembangunan. 
Analisisnya berbasis data dengan pendekatan kontemporer yang relevan 
bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan kalangan akademisi. 
Sebagai sebuah karya, buku ini membuka ruang refleksi kritis mengenai 
bagaimana industrialisasi dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi 
nasional.”
—Agustinus Prasetyantoko, Anggota Badan Supervisi OJK dan Rektor 
Universitas Katolik Atma Jaya 2015–2023
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SEKAPUR SIRIH
Mohammad Faisal

DENGAN menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya yang dengan 
izin dari-Nya kami dapat mempersembahkan buku berjudul “Revitalisasi 
& Industrialisasi: Studi Kebijakan Pembangunan di Indonesia”. Buku 
ini diterbitkan sebagai wujud kepedulian kami terhadap pentingnya 
mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui industrialisasi 
khususnya dalam menyongsong periode pemerintahan baru. Buku 
ini merupakan buah pemikiran dan aspirasi dari berbagai pemangku 
kepentingan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta 
di berbagai sektor strategis, serta para pakar dan akademisi.

Sebagai lembaga think-tank di bidang ekonomi, CORE Indonesia 
berpandangan bahwa transformasi untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mutlak 
membutuhkan pembenahan dan revitalisasi industri manufaktur sebagai 
mesin penggerak ekonomi terbesar. Terlebih lagi, pemerintahan baru di 
bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan 
pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, jauh di atas catatan historis 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Bagi Indonesia, menghindari jebakan kelas menengah adalah 
kebutuhan mendesak. Ekonomi Indonesia memang tumbuh stabil di 
kisaran lima persen, lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang yang 
hanya 3,7 persen menurut data Intenational Monetary Fund (IMF) 2025. 



x

Namun, laju ini tetap mencerminkan inersia yang tidak sepadan dengan 
potensi besar sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Stagnasi ini 
sudah tampak bahkan sebelum krisis Covid-19 tahun 2020. Sejak 2022, 
Indonesia berstatus negara berpendapatan menengah atas (upper-middle 

income). setelah 23 tahun berada di kelompok menengah bawah (lower-

middle income). Menurut klasifikasi World Bank, perjalanan dari menengah 
atas ke negara maju jauh lebih panjang dan berat. Jika pertumbuhan tetap 
stagnan di angka lima persen, Indonesia akan terjebak di kelas menengah 
atas (middle-income trap) atas lebih lama daripada saat berada di menengah 
bawah yang dapat mengulang pola kegagalan sejumlah negara seperti 
Brasil dan Afrika Selatan.

Untuk menghindari jebakan kelas menengah, Indonesia harus 
mendorong pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen per tahun dan 
menjaga konsistensinya selama beberapa dekade. Upaya ini harus dimulai 
sekarang, selagi bonus demografi masih berlangsung yakni saat proporsi 
penduduk usia produktif jauh lebih besar dari yang non-produktif, untuk 
menghasilkan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang paling rendah. 
Setelah masa ini lewat, peluang mendorong pertumbuhan tinggi akan 
jauh lebih sulit. Namun hingga kini, produktivitas belum menunjukkan 
lonjakan berarti. Pengangguran, terutama di kalangan muda, masih 
tinggi, dan sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor 
informal—bahkan meningkat sejak pandemi. Produktivitas tenaga kerja 
juga tertinggal dibanding sejumlah negara-negara peer, seperti Malaysia 
dan Thailand.

Sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia, industri manufaktur mengalami perlambatan yang 
konsisten selama dua dekade terakhir. Gejala deindustrialisasi tampak 
dari menurunnya kontribusi sektor ini terhadap PDB dan lajunya 
yang terus berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Meski 
deindustrialisasi bukan fenomena eksklusif, bagi negara berkembang 
seperti Indonesia, kondisi ini patut diwaspadai karena bersifat prematur. 
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Artinya, deindustrialisasi terjadi sebelum industrialisasi mencapai tahap 
matang dan sebelum pendapatan per kapita mendekati tingkat negara 
maju. Akibatnya, negara-negara berkembang kehilangan momentum 
untuk mendorong industrialisasi lebih lanjut sebagai fondasi mengejar 
ketertinggalan ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah berupaya mengubah arah 
industrialisasi dengan mendorong pembangunan industri pengolahan 
komoditas tambang melalui kebijakan hilirisasi. Investasi mulai mengalir 
ke sektor manufaktur, terutama pada industri turunan komoditas seperti 
logam dasar, yang turut mendorong lonjakan ekspor produk-produk 
hilir. Namun, peningkatan investasi dan ekspor ini belum cukup untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui lima persen. Sebagai 
negara yang telah mengembangkan sektor industrinya selama lebih dari 
empat dekade, Indonesia seharusnya sudah mampu bersaing di industri 
padat modal dan teknologi tinggi yang bernilai tambah besar, bukan 
hanya mengandalkan industri padat karya berbasis upah murah—yang 
kini kian tertekan oleh persaingan dari negara-negara seperti Vietnam. 

Untuk memecah kebuntuan pertumbuhan, revitalisasi industri 
menjadi keharusan. Ini menuntut arah kebijakan yang jelas dan terukur, 
baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta koordinasi lintas 
kementerian dan lembaga mengingat kompleksitas isu industri yang 
melampaui domain Kementerian Perindustrian. Target pembangunan 
industri juga semestinya menjadi indikator kinerja bagi seluruh 
kementerian terkait, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang 
selaras agar efektivitas paket kebijakan industri benar-benar tercapai.

Buku ini membahas secara rinci sepuluh sektor ekonomi strategis 
yang bersumber dari berbagai literatur dan aspirasi berbagai pemangku 
kepentingan seperti pelaku usaha, akademisi, pengamat, dan regulator. 
Selain aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi, masukan dan 
usulan bagi pengambil kebijakan untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut. Pembahasan sektor mencakup 
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sektor yang berkaitan langsung dengan industri manufaktur, seperti 
industri makanan dan minuman, besi baja, petrokimia, perikanan, 
serta kosmetik. Selain itu, sektor-sektor pendukung yang krusial bagi 
terwujudnya industrialisasi, termasuk energi baru dan terbarukan, jasa 
pemastian, serta jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan teknologi 
finansial. Melalui buku Revitalisasi & Industrialisasi: Studi Kebijakan 
Pembangunan di Indonesia, kami berharap isi dan analisis yang disajikan 
dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pengambil kebijakan 
serta mengedukasi masyarakat dalam mendorong industrialisasi dan 
membangun perekonomian nasional yang tangguh, kompetitif, inklusif, 
dan berkelanjutan.

Jakarta, September 2025 

CORE Indonesia
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“Ekspor hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan jika ditopang
oleh industrialisasi yang kuat. Buku ini menguraikan hambatan
struktural sekaligus menawarkan solusi untuk memperkuat rantai
pasok, kualitas, dan kapasitas produksi. Bagi para eksportir, buku
ini merupakan sumber bacaan penting untuk bersaing di pasar
global.”
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ekonomi, kebijakan publik dan bisnis.”

“Buku ini memberikan diagnosis tajam dan rekomendasi peta jalan
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